
GTJBERNT'R LAMPI.'NG

PERATT'RAN GUBERNT'R LAMPUNG
I|OMOR 51 TAHUI{ 2()19

TEITTAI{G

PETI,NT.'T'K PELNISAITAAI{ PERATI''RAIT DAERAH PROVITSI LAMPUICG

lIoMoR 9 TAHuN zorz iprmrvc HAr( KEUAr{GAN DArt aDMTIYISTRATIF

PIMPII{AN PEX AIY-;'COTI DEWAN PERWAIULAN RAIffAT DAERATI

PROVIIISI LAMPUITG

DENGAIT RAIIMAT TUTIAIT YATG TUAHA ESA

GI'BERITUR LAMPUI{G'

Menimbang..a.bahwadalamrangkatertibadministrasipelaksanaanhak
k.;;g"" PtmpinL dan Anggota DPRD' perlu petunjuk

p"UttJ"""n hak keuangan dan administrasi Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakian Rakyat Daerah;

b bahwa Peraturan Daerah Provinsi l'ampung Nomor 9

i;; 2ol7 tentartg Hak Keuangan dan Administratif

n-pi""" O"n engg;a Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

il;;;i t-"tp,rtf t hh mengatur hak keuangan dan

.a-i.ri"t ""l 
i'i-pir't"t dan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

JJ"- ft"*f a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Gubernur Lampung tentang Petunjuk - 
Pelaksanaan

P;;4"; oaerah provlnsi Lampung Nomor g.Tahun 2017

tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan da1

A;gg.; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

lampung;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan

;;.;;.:.; pemirintah Pengganti undang-Undang Nomor 3

Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I

t-rrrprrg dengan mengubah Und4ng-U:rdang Nomor 25

Tahun 1959 tentang Pembentulian Daerah Tingkat I

Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang (l'embaran

N;;;^ Rd;;ltk Indoriesia Tahun 1964 Nomor 9s'

i"ilt"frro kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

26881;

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2OO4 tentang Sistem

J.-i""-" Sosill Nasional (lrmbaran Negara Republik

i"ao"""i" Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan l'embaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan

;;;;lr-"gg;."i J.-ir"r, sosial (lrmharal N9gara Republik

i"a6.t""d-r.f,un 2011 Nomor 116, Tambahan l€mbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

c

Mengingat 1

2

3



z

4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun , 2OL4 tentang

;eriffi*tran Daerah ltembaran N9s5a Republik

i"a"""-* i"ttun 2014 Nomor 244' Tambahan lrmbaran

i-i;; R"p"blit rnaotei^ llomor s3821 sebagaimana telah

diubah kedua kaliny" 
-a"ttg"t' 

Undang-Undane N9m9r 9

Tahun 2015 tentang F ;b"h"t' Kedua atas Undang-

U;;g-N;-or 23 -Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan

Daerah (t€mbaran t'l"gJ R"pttblik Indorresia.Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan ;rib;.an Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20 17 tentang

PembinaandaneengawasanPenyelencc"',l,,Pemerintah
Daerah (kmbaran wegara- neputtit Indonesia -Tahun 2O17

Nomor 73, Tambahan ;il;; Negara Republik Indonesia

Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak

iiJ;;; d"r, Ad-i"i"tt"tif Pimpinan dal,Ansgota Dewan

Perwakilan Rakyat D;; 
-firmbaran 

Negara Republik

i"a."""i" rJ,,.' zori lr"mor 106' Tambahan lrmbaran
'r.iig*" n"p"Ulik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang

ir.i?,i", p"rv"sunan Tata Tertib Dewan lerw.ariun Ralcvat

;;;Jil6"i, xtut'p"t"n' dan Kota (t'em^baran Negara

il;;1t*'i"a."!"i" T;h;; 2018 Nomor 5e' rambahan

I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

5

6

7

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 -Tahun 
2019 tentang

Pengelolaan reuat'gi' D;;;J (Lembaran- Negara Republik

Indonesia Tahun z'O f S N"tot 42' 
-Tambahan 

lrmbaran
'rti"-g*" n"p"tlik Indonesia Nomor 6322);

g. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018tentang Jaminan

Kesehatan (i'emUaran Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 165);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri ,Nomol 7 Tahun 2006

tentang standarisalf* Stt;; dan - Prasarana Ke{a

Pemerintahan ou"tJ sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Oafam ItfeEeA Nomor 11 Tahun 2007;

ll.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor13Tahun20o6
tentang ptaom""-*F ttg"f;lqt' . .Keuangan 

Daerah

;;;;-""" telah beblrapl" rt'ti diubah terakhir dengan

peraturan Menteri iJ"--'N"g..i Nomor^2l Tahun 2011

(Berita Negara n"p"t-rilTiione-sia Tahun 2o11 Nomor 310);

12.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor-62Tahurt2o|7
tentang Pengetompo-[i--reni1m9y1t-.5:"""** Daerah

serta pelaxsanain Dan pertanggungiawaban ?1i3
Operasional Eeri;ilegata Republik Indonesia Tahun 2017

13.

Nomor 1067);

PeraturanMenteriDalamNegeriNomor38tahun2018
tentang Pedoman p"t'y""trrttli Anggaran- Pendapatan dan

;;il; n""r.r, Tahun Rnggaran 2019. (Berita Negara

il;fik fi;nesia Tahun 2018 Nomor 701);
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14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2O17
tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan
Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Provinsi I.ampung
(kmbaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 Nomor 9,
Tambahan kmbaran Daerah Provinsi la.mpung Nomor 464);

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 26 Tahun 2018 tentang
Standar Satuan Harga (SSH) Barang dan Jasa Pemerintah
Provinsi Lampung Tahun 2019;

MEMIITUSKAN:

PERATI'R.A.IT GI'BERIYI'R TENTAJ|G PETUI{JT'K
PELIIXSAIIAAIT PERATI'RAI| DAERAII PROVII|SI LA.uPUIYG
NODIOR 9 TAHUIY 2017 TEI|TAITG HAI( XTUANGAIT DAI{
ADMINISTRATIF PIMPIITAN DAIT AJT(XIO'TA DEWAIY
PERWAIIII,AIT RAKYA'T DAERAH PROVITSI LILMPI'ITG.

BAB I
X TEI{TUAIT I'UTIM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Provinsi la-mpung.

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Lampung.

3. Gubernur adalah Gubemur la.mpung.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung yang
selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan
Ralryat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah
Daerah.

5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD
Provinsi l,ampung.

6. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang
jabatan Anggota DPRD Proyinsi sesuai dengan ketentuan
Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Sekretariat DPRD adalah unsur Pendukung DPRD Provinsi
La-mpung.

8. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang
memimpin Sekretariat DPRD.

9. Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan
kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan
kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota DPRD.

10. Uang paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada
Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan
mengikuti rapat-rapat dinas.

11. Tunjangan jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan
kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya
sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.

Menetapkan
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12. Tunjangan alat kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap
bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan
kedudukannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris atau anggota
panitia musyawarah, atau komisi, atau badan kehormatan, atau panitia
anggaran atau alat kelengkapan lainnya.

13. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada pimpinan
dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja
Pimpinan dan Anggota DPRD.

14. Belanja Penunjang Operasional adalah dana yang disediakan bagi pimpinan
DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional, yang berkaitan
dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan
pelaksanaan tugas pimpinan DPRD sehari-hari.

15. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa
pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas kepada pimpinan
dall Anggota DPRD, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan
Perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD serta rumah dinas
bagi Anggota DPRD dan perlengkapannya.

16. Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan
Anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan
diberhentikan dengan hormat.

17. Anggaran Pendapatan Daerah selanjutnya disebutlan APBD adalah rencana
keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan
Perwakilan Ralryat dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

18. Bantuan hukum adalah pemberian jasa hukum atau pendapat hukum oleh
lembaga bantuan hukum atau organisasi profesi yang bertindak untuk dan
atas nama DPRD apabila terdapat permasalahan hukum atau gugatan hukum.

19. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan adalah dana yang disediakan bagi
Pimpinan DPRD Daerah setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional
yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna
melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.

20. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial selanjutnya disingkat BPJS adalah
lembega negara yang menyelenggarakan Jaminan Sosial baik bidang
Ketenagakerjaan dan atau Bidang Kesehatan pada Pimpinan dan Anggota
DPRD.

21. Jaminan kesehatan adalah jaminan kesehatan yang diberikaa dalam bentuk
iuran kepada BPJS.

22. Belanja Penunjang Kegiatan DPRD adalah belanja kegiatan yang disediakan
untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang
DPRD.

23. Tenaga Ahli Fraksi adalah tenaga ahli yang mempunyai kemampuan dalam
disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas dan fungsi fraksi.

24. Kelompok Pakar atau Tim Ahli adalah sejumlah tertentu pakar atau ahli yang
mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan
pelaksanaan fungsi dan tugas DPRD.

25. Peg'alanan Dinas Dalam Negeri adalah pen'alanan ke luar tempat kedudukan
yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara;

26. Standar Satuan Harga Barang dan Jasa yang selanjutnya disingkat SSH
Barang dan Jasa adalah harga yang ditetapkan sebagai acuan pengadaan
barang milik daerah dalam perencanaan kebutuhan.

27 . Hai adalah Hari Kerja.
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BA.B II
PEI{GHASILAI| , TUIuAlfcAlf I(ESE TAIITERAAI{ DAI{ UAIIG .TASA PEIIGABDIAII

PIUPTIIA]r DAII /UT(}(KYTA DPRI'
Baglan Keratu

Penghasllan Plmplnan dan Anggota DPRD

Pangraf 1

Uang Representarl
Paral 2

(1) Uang representasi diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2) Uang representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Gubernur.
(3) Uang representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 8O7o (delapan puluh persen) dari

uang representasi Ketua DPRD.
( ) Uang representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari

uang representasi Ketua DPRD.
Paragraf 2

TrrnJangan Keluarga dan TunJangan Beras

Pa:al 3
(1) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras diberikan setiap bulan kepada

Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD

besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai
Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Paragraf 3

Uang Paket

Pasal 4

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Paket.
(2) UanS paket diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD

sebesar l Oolo (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Paragraf 4
TunJangan Jabatan

Pasal 5

(l) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan T\rnjangan Jabatan.
(2) Tunjangan jabatan diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD

sebesar 1457o (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang
bersangkutan.

(l) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain diberikan
setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam badan
musyawarah, komisi, badan anggaral, badan pembentukan Perda, badan
kehormatan, atau alat kelengkapan lain.

Paragraf 5

TunJengan Alat Kelengkapan dan TunJangan AIat Kelenghepan Laln
Pasal 6
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(2) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain diberikan
dengan ketentuan, untuk jabatan:
a. ketua, sebesar 7,57o (tujuh koma lima persen);
b. wakil ketua, sebesar 5% (lima persen);
c. sekretaris, sebesar 4o/o (empat persen); dan
d. anggota, sebesar 3o/o (tiga persen)

dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.

(3) Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.

Paragraf 6

TunJangan Komunl&ad Intentlf dan TunJangan Reter
Pasal 7

(1) Tunjangan komunikasi intensif diberikan setiap bulan untuk peningkatan
kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.

(2) Tunjangan reses diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan
Anggota DPRD.

(3) Pemberian tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) dan ayat (21 dilakukan dengan ketentuan, untuk
kelompok kemampuan keuangan daerah kategori sedang sebanyak 5 (lima) kali
dari uang representasi Ketua DPRD.

Baglan Kedua
TunJangaa KereJahteraan Plmplnan dan Aaggota DPRD

Paragraf 1

Jamlnan Ketehatan
Pasal 8

(1) Pemberian jaminan kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD mengacu
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Besarnya premi jaminan kesehatan dibayarkan kepada BPJS dengan ketentuan:
a.2 o/o (dua persen) dipotong dari besaran gaji Pimpinan dan Anggota DpRD per

bulan; dan

b. 3 % (tiga persen) dibebankan pada APBD.

(3) Selain jaminan kesehatan sslagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan
Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan.

(4) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan
I (satu) kali dalam I (satu) tahun dan dilaksanakan di Rumah sakit Umum
Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Bandar Lampung tidak termasuk istri atau suami
dan anak.

Paragnf 2
Jamlnan Kecelakaan Keda dan.Iamlnan Kematlan

Pasal 9

Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian diberikan sesuai dengan jaminan
kecelakaan kerja dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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Paragraf 3
Pakalaa Dlnat dan Atrlbut

Pasal 1O

(1) Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:

a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam I (satu) tahun;
c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan I (satu) pasang dalam 1

(satu) tahun;

e. pakaian yang bercirikan khas daerah disedialan 1 (satu) pasang dalam 1

(satu) tahun; dan

(2) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (l) disediakan
dengan mempertimbangkan prinsip efi siensi, efektifi tas, dan kepatutan.

(3) Standar satuan harga jenis pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud
pada ayat (l), ditetapkan sebagai berikut:

IlIo Bcaraa Biaya
(npl

Jurnlah

1 Pakaian Sipil Harian (PSH) 2.s00.ooo,- 2 pasang dal,am I tahun

,2 Pakaian Sipil Resmi (PSR) 3. 1s0.000,- 1 pasang dalam 1 tahun

3 Pakaian Sipil t,e nekap (PSL) 10.200.000,- 2 pasang dalem 5 tahun

2.500.ooo,- I pasang dalam I tahun

5 Pa,kaian Bercirikan Khas Daerah 10.oo0.000,- 1 pasang dalqrn I tahun

Paragraf 4
TrrnJangan Penrmahan dan TrrnJangan Traneportasl

Pasal I 1
(1) Kepada Pimpinan DPRD dapat disedia,kan Rumah Negara dan perlengkapannya

disediakan bagi Pimpinan DPRD dan kepada Anggota DPRD.

(2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara kepada
Pimpinan DPRD dan / atau Rumah Dinas Kepada Anggota DPRD, kepada yang
bersangkutan diberikan Tunjangan Perumahan.

(3) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau
Anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah satu tunjangan
pemmahan.

(a) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai
kepala daerah/wakil kepala daerah pada daerah yang sama tidak diberikan
tunjangan perumahan.

(5) Tunjangan Perumahan untuk Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada
ayat (21diberikan kepada wakil-wakil Ketua DPRD.

Jeals

4 Pakaian Dinas Harial (PDH)
Lengal Panjang
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Paral 12

(1) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan, sebesar:
a. Bagi Pimpinan DPRD: Rp. 19.000.000,00 (Sembilan Belas juta rupiah) tidak

termasuk PPN dan PPh.
b. Bagi Anggota DPRD: Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) tidak

termasuk PPN dan PPh.

(2) Tunjangan Transportasi diberikan untuk Anggota DPRD yang tidak
mendapatkan kendaraan dinas jabatan dibayarkan setiap bulan
Rp. 13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah).

Paragraf 5

BelanJa Rumah Tangga

Paral 13

(1) Belanja rumah tangga disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan
fungsi, tugas, dan wewenang Ketua DPRD;

(2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk
memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan
kemampuan keuangan daerah ;

(3) Biaya Rumah Tangga Ketua DPRD disetarakan dengan Gubernur.

Baglan Kettga

Uaag Ja:a Pengabdlan

Pa*l 14

(l) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa
baktinya diberikan uang jasa pengabdian.

(2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan
ketentuan:

a. Masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang
jasa pengabdian sebesar I (satu) bulan uang representasi;

b. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian
sebesar 2 (dua) bulan uang representasi;

c. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian
sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi;

d. Masa balrti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian
sebesar 4 (empat) bulan uang representasi; dan

e. Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian
sebesar 5 (lima) bulan uang representasi.

Baglan Keempat
Blaya Perawatan dan Blaya Operadonal Kendaraan Dlnas Jabatan

Pasal 15

(1) Pimpinan DPRD disediakan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan.
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Baglan K€satu

BelanJa Keglatan
Pasal 16

(l) Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran
fungsi, tugas, dan wewen.rng DPRD berupa:
a. Program, yang terdiri atas:

1 . penyelenggaraan rapat;

2. kunjungan ke{a;
3. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Perda;

4. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumbr daya manusia di
lingkungan DPRD;

5. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahal dal kemasyarakatan;
dan

6. program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.

b. Dana operasional Pimpinan DPRD:
l. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;

2. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan

3. belanja sekretariat fraksi.
(2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun

berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan dan Anggota
DPRD dapat menghadiri undangan Asosiasi DPRD.

(a) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a
angka 2 Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan biaya perjalanan dinas.
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(2) Pengadaan kendaraan dinas sesuai dengan ayat (1) disesuaikan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harga yang berlaku
setempat.

(3) Belanja pemeliharaan kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas jabatan
diberikan bantuan biaya bahan bakar minyak, penggantian oli, filter oli, ban,
accu, perawatan AC, biaya perbaikan rutin dan overhoul.

(4) Biaya penggantian suku cadang kendaraan dinas jabatan sebagai berikut:
a. Besaran biaya penggantian sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta)/tahun;
b. Besaran biaya perawatan AC Rp. 5.000.000,- (lima juta) /tahun.

(5) Asuransi kendaraan dinas disesuaikan dengan ketentuan peraturanPerundang-
undangan.

(6) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib
mengembalikan kendaraan dinas jabatan dalam keadaan baik kepada
Sekretaris DPRD selaku Pengguna Barang paling lambat 1 (satu) bulan sejak
tanggal pemberhentian/berakhir masa baktinya.

(7) Ketentuan lebih lanjut terhadap teknis pengembalian kendaraan dinas
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur lebih lanjut oleh Sekretaris DPRD
berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
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Pasal 17
(1) Dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat

(l) huruf b diberikan setiap bulan kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD
untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi,
pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua
DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.

(2) Dana operasional sebagaimana pada ayat (l) diberikan sesuai dengan
kemampuan keuangan daerah.

(3) Penganggaran dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) disusun secara kolelrtif oleh Sekretaris DPRD dengan ketentuan sebagai
berikut:
a. Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah sedang,

sebanyak 4 (empat) kali dari uang representasi Ketua DPRD;

b. Wakil Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah sedang,
sebanyak 2,5 (dua koma lima) kali dari uang representasi Wakil Ketua DPRD.

(4) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilalukan
setiap bulan dengan ketentuan:
a.8Oo/o (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya

atau disebut lumpsum; dan

b.2tr/o (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional
lainnya.

(5) Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan
pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak digunakan sampai
dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke
rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 3l Desember tahun anggaran
berkenaan.

(6) Dana operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk keperluan pribadi,
kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas
manfaat, efektifi tas, efi siensi, dan akuntabilitas.

Bagian Kedua

Rapat-Rapat Deran Pervakilan RaLyat Daerah

Pasal 18

(1) Rapat-rapat DPRD dilakukan di dalam gedung DPRD disediakan makanan
ringan (snack) dan konsumsi, sedangkan pelaksanaan rapat-rapat yang
diselenggarakan di luar gedung DPRD dan/atau luar daerah disediakan
akomodasi dan konsumsi serta kelengkapan rapat.

(2) Satuan harga makan ringan dan konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(l) disesuaikan dengan Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Lampung.

Baglan Ketlge
KunJungan KerJa

Pasal 19

(1) Kunjungan ke{a sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (l) huruf a angka
2, dilaksanakan oleh Alat Kelengkapan DPRD.

(2) Kunjungan ke{a dilaksanakan ke Luar Daerahdan dilakukan secara selektif
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Baglan Keempat
Orlentasl dan Pendalamaa Tugas

Pacal 2O

(1) Dafam rangka peningkatan pemahaman Anggota DPRD Provinsi guna
menjalankan tugas, fungsi, hak dan kewajiban seb"gai unsur penyelenggErraan
pemerintahan daerah berhak mengikuti:
a. orientasi;
b. pendalaman tugas, antara lain:

1. pendidikan dan pelatihan;
2. bimbingan teknis;
3. workshop;
4. seminar; dan
5. kegiatan sejenis yang diselen oleh Badan Pendidikan dan

Pelatihan Kementerian Dalam Negeri, Badan Pendidikan dan Pelatihan
Provinsi Lampung, Seloetariat DPRD Provinsi lampung, Partai Politik
Tingkat Pusat/Provinsi dan Perguruan Tinggi.

(2) Kegiatan orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan
oleh Anggota DPRD setelah dilantik, sekali dalam masa jabatan.

(3) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dan ditetapkan hal-hal sebagai berikut:
a. besarnya biaya yang diberikan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan dimaksud

sesuai dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundanyundangan;
dan

b. biaya yang diberikan termasuk biaya untuk setoran atau kontribusi yang
dibuktikan dengan undangan yang diterima.

(4) Pelaksanaan pemberian biaya mengikuti kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan
prinsipprinsip penghematan dan peserta yang ditugaskan untuk mengikuti
kegiatan-kegiatan tersebut paling banyak 4 (empat) orang anggota setiap
kegiatan.

(5) Untuk menambah informasi dan menyerap aspirasi bagi Pimpinan dan Anggota
DPRD diberikan bantuan surat kabar harian atau mingguan baik daerah
maupun nasional.

Baglan Kellma
Koordlnasi dan Konsultasl

Pasal 21

Dalam melaksanakan kegiatan koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan tugas
umum pemerintahan dan tugas-tugas umum pembangunan, Pimpinan DPRD dan
Anggota DPRD disediakan biaya peg'alanan dinas.

Baglan Keenam

Pengawaran

Para'l22
(1) Pimpinan dan Anggota DPRD melalsanakan Pengawasan terhadap:

a. pelaksanaan Peraturan Daerah;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
c. tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan

Indonesia; dan
Republik
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Baglan KetuJuh
Reseg

Peral 23
(1) Kegiatan Reses dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam satu tahun paling lama 8

(delapan) hari keq'a dalam I (satu) kali reses dan disediakan biaya peg'alanan
dinas.

(2) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan reses, setiap Anggota DPRD diberikan
Pe{alanan Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Dalam rangka kegiatan Reses disediakan biaya pendukung kegiatan untuk I
(satu) kali reses setinggi-tinggrnya Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
setiap anggota.

(4) Ketentuan mengenai penggunaan biaya pendukung kegiatan reses,
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan Standar Satuan
Harga di Lingkungan Pemerintah Provinsi l,ampung dan dibayarkan sesuai
dengan biaya rill.

(5) Pelaksanaan kegiatan reses dilakukan secara perseorangan atau berkelompok
sesuai dengan daerah pemilihan masing-masing Anggota DPRD.

(6) Anggota DPRD yang menggunakan biaya reses wajib untuk melaporkan dan
mempertanggung jawabkan penggunaan dana kegiatannya.

Baglan Kedelapan
Pedalanan Dinar

Pasl24
(1) Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD menggunakan moda

transportasi yang digunakan dengan rincian sebagai berikut :

IYo Eselon,
Panqfat/
Golongan

Tflgbet
PerJac

oda Traasportasl

Pesawat
Udara

Kapal
Laut

Kereta
Api/Bus

Lainnya

1 Pimpinan
DPRD

A Bisnis VIP/Kelas
IA

Spesialis/
Eksekutif

Sesuai tarif
(at Cost)

2 Anggota
DPRD

A Ekonomi VIP/Kelas
IA

Spesiatis/
Eksekutif

Sesuai tarif
(at Costl

(2) Biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, terdiri dari:
a. uang harian termasuk uang makan dan uang saku, dengan besaran biaya

sebagai berikut :

Ito Uraiaa TlagEetaa A ftngtatan B

Fimpinan DPRD Anggota DPRD

I Luan Daerah
. Uang Harian

. Representatif

. Transport Irkal

RP.2.55O.qX),-

Rp.200.000,-

Rp. 350.000,-

Rp.2.O5O.fiX),-

Rp. 200.000,-

Rp.35O.OO0,-

d. tindak lanjut penyampaian aspirasi masyarakat.
(2) Dalam melaksanakan kegiatan pengawasan Pimpinan dan Anggota DPRD

disediakan biaya pe{alanan Dinas.



b. biaya transport dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
c. biaya penginapan dibayarkan

sebagai berikut:
Uang Pengtnapaa/Hotel

sesuai dengan biaya riil, dengan rincian

o Uraiaa Tingtatan A Thgketan B

Pimpinan DPRD Anggota DPRD

I

'2

Luar Deerah
l. Zora I

2. Zona Il

Dalaa Daerah

8.750.(XXr,-
(Fasilitas Hotel Bintang 5)

4.950.fiXr,-
(Fasilitas Hotel Bintang 5)

3.5OO.OOO,-
(Fasilitas Hotel Bintang 4)

3.ll{x).(xx),-
(Fasilitas Hotel Bintang 4)

6()0.(x)o,-

Keterangan :

. ?,ona. I : Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Jambi, Sumatera
Barat, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa
Timur, DI Yogzakarta, BaIi, Sulawesi Selatan, Sulaweein Utara)

. ?.oaa II : Provinsi I'dnnya yang tidak termasuk daJanr: hnal.
Uang Penginapan di atas merupakan batas tertinggi, dibayar at cost dan
sesuai dengan pengeluaran riil.

d. Uang Representatif

(3) Belanja pe{alanan dinas bagi Anggota DPRD diberikan dalam bentuk biaya
pe{alanan dinas baik dalam daerah maupun luar daerah paling lama 12 (dua
belas) hari kalender dalam I (satu) bulan 8 (delapan) hari perjalanan dinas luar
daerah 4 (empat) hari pe{alanan dinas dalam daerah sedangkan bagi Pimpinan
DPRD disesuaikan dengan agenda kegiatan.

(4) Perjalanan dinas/kunjungan keda diluar program yang telah ditentukan hanya
dapat dilakukan apabila mendapat undangan resmi dari lembaga Pemerintah
dan atau menurut kepentingan, setelah mendapat persetujuan Pimpinan DPRD
serta hanya diikuti paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap Komisi.

(5) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan biaya Pedalanan Dinas dan
Uang Representasi dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Study Banding dan
Reses sesuai ketentuan yang berlaku.

(6) Pertanggungiawaban biaya perjalanan dinas, dengan melampirkan dokumen
berupa:
a. Surat Tugas dari Pimpinan Dewan Perwakilan Ralcyat Daerah;
b. Surat Perintah Pe{alanan Dinas yang telah ditandatangani oleh Pimpinan

DPRD dan pejabat di tempat pelaksanaan pery'ala nan dinas atau pihak
terkait yang menjadi tempat tujuan pe{alanan dinas;

c. Transportasi pe{alanan dengan menggunakan:
l. Kendaraan roda empat, dapat berupa:

2 Dalqo Daerah
. Uang Harian

. Repre sentatif

. Transport l-oka-l

RP. 1.300.fip,-

Rp.2OO.OOO,-

Rp. 2OO.OOO,-

Rp.1.lOO.fiX),-

Rp. 20O.000,-

Rp. 2OO.000,-

-13-

600.OO0,-
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a) bukti pembelian bahan bakar;
b) bukti pembayaran penyeberangan.

2. Sewa kendaraan, dapat berupa bukti sewa kendaraan yang dikeluarkan
oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan
dengan besaran biaya sebagai berikut:

Sess kendaraan

NO Uraian Keterangan

Sewa bus besar
Sewa mini bus
Sewa Kendaraan roda empat

3.500.O00,-/hari
2.5O0.000,-/hari

500.O00,-/hari

d. Tiket pesawat, boarding pass, airport tax, dan bukti lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan Perundang-undangan.

e. Bukti pembayaran hotel atau tempat penginapan lainnya apabila tidak dapat
membuktikan bukti pengeluaran riil, maka pertanggungjawaban berupa
surat pernyataan pengeluaran riil.

f. Surat pernyataan pengeluaran riil sebagaimana dimaksud hurufe, tercantum
dalam la.mpiran dan merupakan bagianyang tidak terpisahkan dari
PeraturanGubernur ini.

g. Setelah melaksanakan pedalanan dinas agar dapat membuat laporan sebagai
bentuk pertanggungiawaban pedalanan dinas serta diketahui oleh Pimpinan
AKD.

Baglan Kegembllan
Penyurunan Naskah Atademlk dan PengtaJlan Produk Hukum

Pasal 25
(1) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari

diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi,
Pembentukan Peraturan Daerah (Bapem Perda) DPRD.

DPRD
atau

dapat
Badan

(2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai Naskah Akademik
kecuali Peraturan Daerah tentang APBD.

(3) Penyusunan Naskah Akademik dan Kajian Produk Hukum dapat dilaksanakan
oleh Pihak Ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baglan Kesepuluh
Bantuan Hukum

Pasal 26
(1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan jasa bantuan hukum oleh sebuah

lembaga yang berwenang untuk memberikan jasa bantuan hukum berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian jasa
bantuan hukum atau pendapat hukum (legal opinion), legal drafiing terhadap
produk hukum, permasalahan hukum keperdataan, pidana, atau tata usaha
negara proses litigasi maupun non litigasi.

(3) Standar satuan harga pemberian jasa bantuan hukum ditetapkan sesuai
peraturan perundang-undangan.

I
2
3
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Baglan Ke:ebelar
Dana Operaslonal

?acal27
(l) Untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi,

pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelalsanaan tugas, Pimpinan
DPRD diberikan dana operasional.

(2) Dana operasional sebagai62116 dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan
kemampuan keuangan daerah.

(3) Penganggaran dan pemberian dana operasional disusun secara kolektif oleh
Sekretaris DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Belanja Penunjang Operasional Fimpinan DPRD dibayarkan terhitung mulai
pelantikan dan setiap tahun hingga berakhirnya masa jabatan sebagai Anggota
DPRD.

Baglan Keduabelac
Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar atau Ttm Ahlt

Pasal 28
(1) Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi fraksi disediakan Tenaga Ahli.
(2) Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi Alat Kelengkapan DPRD

disediakan Kelompok Pakar atau Tim Ahli.
(3) Tenaga Ahli, Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (21 yang berkaitan dengan keahlian dibidang perancangan
peraturan perundang- undan gan, analisis anggaran dan pengawasan.

( ) Bagi Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar atau Tim Ahli paling sedikit harus
memenuhi syarat antara lain:
a. berpendidikan serendah-rendahnya Strata I (S1) dengan pengalaman kerja

paling sedikit 5 (lima) tahun, berpendidikan Strata 2 (S2) dengan pengalaman
ke{a paling sedikit 3 (tiga) tahun, atau Strata 3 (S3) dengan pengalaman
ke{a paling sedikit I (satu) tahun;

b. menguasai bidang pemerintahan atau bidang yang diperlukan; dan
c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.

(5) Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana pada ayat (l) dan
ayat (21 diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris DPRD atas usul Pimpinan
Fraksi atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD.

(6) Jumtah Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar atau Tim Ahli:
a. Jumlah untuk Fraksi masing-masing I (satu) orang Tenaga Ahli; dan
b. Jumlah untuk Kelompok Pakar atau Tim Ahli paling banyak 3 (tiga) orang

untuk setiap Alat Kelengkapan DPRD.
(7) Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diberikan honorarium sesuai dengan Standar Satuan Harga (SSH) atau
Standar Satuan yang lain yang dialggap sah.

BAA TV
PEI"APORAIT

Parel 29
(1) Setiap anggaran Sekretariat DPRD yang dikeluarkan dan diterima oleh

Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD untuk digunakan dalam rangka
pelaksanaan tugas, wewenang dan kegiatan, maka kepada yang bersangkutan
diwajibkan memberikan laporan kegiatan atau hasil kerja secara keseluruhan
sebagai bentuk laporan pertanggung jawaban keuangan kepada Sekretaris
DPRD melalui Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
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(2) Laporan pertanggungiawaban kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
merupakan bagran yang tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban keuangan
pada Se.kretariat DPRD.

(3) Apabila laporan pertanggungiawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), belum dapat dipenuhi atau diselesaikan oleh yang bersangkutan, maka
Sekretaris DPRD dengan persetujuan Pimpinan DPRD dapat menangguhkan
atau tidak melalukan pembayaran atas hal tertentu yang menjadi hak
Pimpinan atau Anggota DPRD yang bersangkutan untuk kegiatan berikutnya.

(4) Semua pengeluaran daerah yang diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD di
luar penghasilan tetap dan perl'alanan dinas dipungut pajak sesuai ketentuan.

BAB V
KETEITTUAI{ PENUTT'P

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur lampung
Nomor 49 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi
L,ampung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi lampung dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi L,ampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 25 Oktober 2019

GIIBERNIIR LAMPUITG,

ttd

ARINAL DJUNNDI

Diundangkan di Tel ukbetung
pada tanggal 25 Oktober 2Ol9

SEKRETARIS DAERAH PROVIilSI LAMPUI{G,

ttd

IT. FAHRIZAL DARMINTO Salinan sesu dengan aslinyaMA
Pemblna Utama Madya

I{rP. 19641qr1 199003 1 008

O HUKUM,

SH uH.
Peabiaa Utaoa Muda

NIP. 19680428 199203 1 003

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUI{G TAHUI{ 2019 }TOMOR 51

KEPALA
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LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 51 TAHUN 2019
TANGGAL : 25 OKTOBER 2019

SURAT PER]TTATAAN PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tp,gr.gatn di bawah fu:i:

Nama
Jabatan

Berdasarkan Surat Pe{alanan Dinas Nomor tanegal dengan
ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:
1. Biaya transport pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak

dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi:

NO URAIAil JUULIUI

2. Jumlah uang sebagaimana dimaksud pada angka 1, benar-benar dikeluarkan
untuk pelaksanaan pe{'alanan dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari
terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan
kelebihan tersebut ke Kas Negara.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Telukbetung, ..

Men getahui / Menyetuj ui
Pengguna Anggaran

Yang Melaksanakan Perjalanan Dinas

NIP
NIP

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd
Sa-Linan sesu dengan aslinya

KEPALA RO HUKUM, ARINAL DJI'NAIDI

Pembirla Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003

JIIMI.AII
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(2) Laporan pertanggungjawaban kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertanggungiawaban keuangan
pada Sekretariat DPRD.

(3) Apabila laporan pertanggungiawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), belum dapat dipenuhi atau diselesaikan oleh yang bersangkutan, maka
Sekretaris DPRD dengan persetujuan Pimpinan DPRD dapat menangguhkan
atau tidak melakukan pembayaran atas hal tertentu yang menjadi hak
Pimpinan atau Anggota DPRD yang bersangkutan untuk kegiatan berikutnya.

(4) Semua pengeluaran daerah yang diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD di
luar penghasilan tetap dan perjalanan dinas dipungut pajak sesuai ketentuan.

BAB V
KETEI{TUAN PEilUTUP

Pasal 3O

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Lampung
Nomor 49 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi
Lampung Nomor 9 Tahun 2O17 tent-ang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi l.ampung dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku lagi.

Peral 31

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi l,ampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 25 oktober 2019

GI'BER.ITI'R LIIIIPUI| G,

ARINAL DJI'NAIDI

ggarpada tan

SEKREtr DAERAII PROVINSI LAMPUNG,

Ir. DARMINTO MA
Pemblna Utama Madya

I{IP. 19641021 199fi)3 1008

ber 2019
Diundangkan di Telukbetung

,"-
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LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR :51 TAHUN 2Ol9
TANGGAL :25 Okrober 2Ol9

SURAT PERIYYATAAN PEITGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama
Jabatan

Berdasarkan Surat Perjalanan Dinas Nomor tanggal dengan
ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:
l. Biaya transport pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak

dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi:

NO URAIAN JI'MLAH

JIIMLAH

2. Jumlah uang sebagaimana dimaksud pada angka I, benar-benar dikeluarkan
untuk pelaksanaan pedalanan dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari
terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan
kelebihan tersebut ke Kas Negara.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunal<an
sebagaimana mestinya.

Telukbetung,
Mengetahui/ Menyetuj ui
Pengguna Anggaran

Yang Melaksanakan Pe{alanan Dinas

NIP
NIP

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJT'NAIDI


